BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kapitalisme dengan ekspansinya telah mendominasi sebagian dari bahkan
hampir seluruh bidang kehidupan manusia baik dalam bidang sosial, bidang
ekonomi maupun bidang politik. Dari segi kebijakannya, sistem ekonomi
kapitalisme mengusung kebebasan pasar, kompetisi, akumulasi kekayaan,
pengakuan terhadap hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan dimotivasi oleh
laba sebagai faktor pendorong dalam kegiatan ekonomi. Sebagai sistem ekonomi
yang menekankan kebebasan pasar, kapitalisme juga sering meminimalkan
intervensi dari pihak manapun termasuk campur tangan pemerintah dalam setiap
aktivitas ekonomi yang dijalankan. Pada situasi ini, kapitalisme menginginkan
adanya kebebasan yang mutlak dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, sistem
ekonomi kapitalisme pada umumnya dikendalikan oleh para pemilik modal yang
biasa disebut sebagai kapitalis. Dalam konteks ini, kaum kapitalis terlihat sebagai

pelaku utama dalam sistem kapitalisme.

Selain itu, dalam sistem kapitalisme ini modal mempunyai peranan sentral
dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Modal bagi para
kapitalis bukan hanya dianggap sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sumber
utama kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Dalam sistem kapitalisme,
tujuan diadakannya kegiatan investasi adalah untuk mencari dan memperoleh
keuntungan. Dalam kegiatan investasi tersebut, keuntungan biasanya diperoleh
dengan mengedepankan nilai tukar komoditi. Dalam distribusi kekayaan, praktik
kapitalisme sering dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam bentuk persaingan
yang bebas. Para pemilik modal biasanya meraup keuntungan yang lebih besar

sementara para pekerja hanya mendapatkan sedikit dari pekerjaan tersebut.

Secara praktik, sistem ekonomi kapitalisme mengedepankan suatu doktrin
yang mengusung paham ekonomi dengan keuntungan sebesar-besarnya sebagai

suatu persyaratan yang dianggap sangat mutlak. Dengan demikian, dalam

98



kapitalisme yang menentukan kebijakan dan arah perekonomian adalah keuntungan
yang lebih besar. Dalam konteks ini, kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi
adalah memperoleh kekayaan melalui kegiatan investasi. Untuk memperoleh
keuntungan melalui kegiatan investasi, praktik kapitalisme cenderung melahirkan
situasi sosial yang kurang kondusif. Di samping itu, tanpa bermaksud mengabaikan
dampak positif dari sistem ekonomi kapitalisme dalam bentuk mendorong inovasi,
sistem ekonomi ini pada hakikatnya memiliki kecenderungan negatif yang bersifat
menyimpang dan eksploitatif. Hal ini terkonfirmasi oleh berbagai masalah dalam
kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa maraknya masalah eksploitasi
manusia, ketimpangan sosial-ekonomi, perampasan, bahkan kerusakan lingkungan
dalam jumlah yang sangat besar merupakan dampak buruk dari ekspansi

kapitalisme ini.

Pada umumnya, dampak buruk dari praktik kapitalisme ini telah
mengancam hampir seluruh negara di dunia pada umumnya dan negara-negara
berkembang khususnya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang tentunya tidak bebas dari dampak buruk kapitalisme. Dalam hubungan
dengan perkembangan kapitalisme di Indonesia, secara sepihak dapat dilihat secara
nyata bahwa sistem ekonomi yang mengusung kepemilikan individu atas alat-alat
produksi, menekankan mekanisme pasar bebas dan akumulasi kekayaan tentunya
bertentangan dengan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Perlu diketahui
bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi

Pancasila.

Dalam konteks Indonesia, metamorfosis kapitalisme tentunya menjadi
tantangan serius yang harus dihadapi oleh Sistem Ekonomi Pancasila. Dikatakan
sebagai tantangan karena kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila mempunyai
perbedaan yang mendasar dalam setiap kebijakan dan orientasi yang ingin dicapai.
Kapitalisme menekankan persaingan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi secara
individu semata sedangkan Sistem Ekonomi Pancasila menekankan kepentingan
sosial. Konsekuensi perkembangan kapitalisme di Indonesia mengakibatkan sila-
sila Pancasila sebagai pedoman dalam kebijakan ekonomi hanya sebatas sebagai
sebuah utopia. Dengan kata lain, berdampak pada degradasi makna Sistem

Ekonomi Pancasila.
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Dalam konteks Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila dipahami sebagai
sistem ekonomi yang mengusung dan mengedepankan kesejahteraan bersama.
Sistem Ekonomi Pancasila ini juga dipandu oleh nilai moral dan kerohanian,
keadilan sosial, semangat gotong royong, kerakyatan dan kemanusiaan. Hal inilah
yang menjadi kekhasan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam praktiknya,
orientasi utama diterapkannya Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia adalah untuk
mencapai cita-cita bersama, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Idealnya, Sistem Ekonomi Pancasila dilihat sebagai satu sistem ekonomi yang
mengusung kepentingan umum. Untuk memperoleh kepentingan umum ini,
diperlukan adanya sarana yang tepat untuk mencapainya. Dalam Sistem Ekonomi
Pancasila, kepentingan bersama dapat diperoleh melalui penerapan sila-sila
Pancasila sebagai prinsip utama dan merupakan panduan dalam setiap kebijakan

ekonomi negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila pada umumnya
digali dari kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia dan dibentuk sesuai dengan
kemajemukkan Indonesia sendiri. Pada umumnya, sila-sila Pancasila berlaku dalam
seluruh bidang kehidupan manusia. Selain sebagai sarana untuk mempersatukan
negara, sila-sila pancasila juga merupakan panduan bagi dinamika perekonomian
negara. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan ekonomi negara harus sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dari sila-sila Pancasila. Dalam mengatur dinamika
perekonomian negara, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan peran penting dari
negara. Pentingnya peran negara ini diperlihatkan tidak hanya sebagai fasilitator,
tetapi juga sebagai elemen yang mengatur sekaligus sebagai pelaku ekonomi untuk
menciptakan kesejahteraan bersama sebagai orientasi utama dari Sistem Ekonomi

Pancasila ini.
5.2 Saran
5.2.1 Bagi Pemerintah

Dalam menghadapi dampak buruk dari praktik kapitalisme sebagai
tantangan serius bagi Sistem Ekonomi Pancasila, dibutuhkan adanya peran sentral
dari pemerintah sebagai figur sentral negara. Dalam menjaga kestabilan roda

perekonomian Pancasila, pemerintah dituntut untuk memperkuat regulasi untuk
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mencegah dampak buruk dari kapitalisme. Oleh karena itu, ada beberapa sikap
dasar pemerintah dalam menjalankan tugasnya guna melindungi Sistem Ekonomi
Pancasila dari cengkeraman kapitalisme. Pertama, mempertegas penerapan hukum.
Indonesia adalah negara yang berbasis pada hukum. Sebagai negara hukum,
Indonesia mengatur seluruh kebijakan negara agar selalu bertumpu pada hukum. Di
Indonesia, hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan
keadilan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam memerangi dampak buruk dari
kapitalisme terhadap penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dibutuhkan adanya
peran pemerintah melalui penerapan hukum yang tegas. Mempertegas penerapan
hukum yang dimaksud ialah pemerintah harus membatasi kebebasan kapitalisme
untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan eksploitasi. Hal ini dilakukan
dengan cara mengawasi dan mengatur aktivitas kapitalisme supaya tidak
melahirkan dampak buruk yang mengancam keberadaan dan penerapan Sistem

Ekonomi Pancasila.

Kedua, membangun kembali sistem ekonomi pancasila. Sebagai lembaga
yang mengatur seluruh dinamika kehidupan bernegara, pemerintah juga dituntut
untuk menerapkan dan membangun kembali Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini
dilakukan dengan cara mengatur dan menuntut semua pelaku ekonomi yang
melakukan investasi di Indonesia baik investor asing maupun investor lokal agar
dalam menjalankan aktivitas ekonomi selalu berpacu pada pedoman yang telah
ditetapkan dalam semua sila Pancasila. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila
dalam semua aktivitas ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian dapat menopang upaya
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menghargai semua sila Pancasila
sebagai panduan dalam dinamika perekonomian sehingga kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat.
5.2.2 Bagi Masyarakat

Memerangi dampak buruk dari kapitalisme merupakan peran dari seluruh
anggota masyarakat. Bukan hanya pemerintah saja tetapi juga dibutuhkan adanya
peran serta masyarakat sendiri sebagai sasaran dari praktik kapitalisme. Terkait

dengan hal ini terdapat beberapa peran masyarakat dalam mengatasi dampak buruk
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dari kapitalisme. Pertama, kritis terhadap kebijakan kapitalisme. Masyarakat perlu
mendapat pengetahuan tentang kapitalisme. Hal ini bertujuan untuk menghindari
dampak buruk kapitalisme agar masyarakat tidak terjebak dalam kebijakan
kapitalisme. Kedua, meningkatkan literasi Sistem Ekonomi Pancasila.
Meningkatkan literasi Sistem Ekonomi Pancasila sangat penting dilaksanakan oleh
seluruh masyarakat Indonesia. Literasi ekonomi Pancasila ini penting karena di
dalam sistem ekonomi Pancasila memuat berbagai panduan dalam setiap kebijakan
ekonomi. Dengan demikian, melalui literasi ekonomi Pancasila masyarakat akan
termotivasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai panduan aktivitas perekonomian

negara dalam mengatur dinamika perekonomiannya sehari-hari.
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